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Sejak tahun 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngrance
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sudah memenuhi amanat Undang-undang
Desa tentang keterwakilan perempuan dengan adanya keanggotaan perempuan, namun
hingga tahun 2024 anggaran desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan
masih relatif minim, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun, sehingga penting
dilakukan penelitian tentang peran yang telah dilakukan.

Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran perempuan dalam badan
permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?;
(2) Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif? Dan; (3)
Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum
empiris (socio-legal). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data
menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran perempuan dalam BPD di
Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yaitu berupa: Peran mewakili
dan menyalurkan aspirasi Perempuan dengan menggali aspirasi perempuan dengan
menjalankan survei untuk mendapatkan data aspirasi Perempuan. Peran
memperjuangkan kepentingan Perempuan dengan cara mengusulkan program yang
memprioritaskan kepentingan Perempuan, program tersebut berupa pelatihan
memasak, merias, senam, dan sebagainya. Peran perencanaan dan pengambilan
keputusan dengan cara ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
dan mengusulkan program-program yang mendukung kebutuhan perempuan dan anak-
anak. Dan peran pengawasan kinerja Kepala Desa dengan cara melakukan penilaian
kinerja Kepala Desa. Namun, dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa belum
berjalan maksimal, karena antara anggota BPD Perempuan dan Kepala Desa tertaut
hubungan kekerabatan. (2) Peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di
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Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sesuai dengan hukum positif
yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 6 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD,
karena anggota BPD Perempuan sudah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi perempuan,
memperjuangkan kepentingan perempuan, ikut serta dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan, dan mengawasi kinerja kepala Desa; (3) Peran perempuan
dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten
Tulungagung telah sejalan dengan prinsip dasar fiqih siyasah, karena anggota BPD
perempuan sudah menjalankan peran Ahlul Halli Wal’Aqdi sebagai wakil rakyat,
berdasarkan QS AN-Naml ayat 23, yaitu Perempuan juga memiliki peran sebagai wakil
rakyat dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan
kepentingan perempuan, menegakkan musyawarah dan pengambilan Keputusan
dilakukan dengan cara mengadakaan musrenbangdes, dan pengawasan terhadap
pemerintah dilakukan dengan cara mengawasi kinerja Kepala Desa.
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Since 2019, the Ngrance Village Representative Body, Pakel District,
Tulungagung Regency, has fulfilled the mandate of the Village Law regarding
women’s representation by having female members. However, as of 2024, the village
budget allocated for women’s empowerment remains relatively minimal, making it
crucial to conduct research on the role played.

The research questions are: (1) What is the role of women in the village
deliberative body in Ngrance Village, Pakel District, Tulungagung Regency? (2) What
is the role of women in the village deliberative body in Ngrance Village, Pakel District,
Tulungagung Regency from a positive legal perspective? And (3) What is the role of
women in the village deliberative body in Ngrance Village, Pakel District,
Tulungagung Regency from a Figh Siyasah perspective?

The research method used by the researcher is empirical legal research (socio-
legal). Data collection techniques used in this study include observation, interviews,
and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data condensation, data
presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The role of women in the BPD in
Ngrance Village, Pakel District, Tulungagung Regency includes: The role of
representing and channeling women’s aspirations by exploring women’s aspirations
through conducting surveys to obtain data on women’s aspirations. The role of fighting
for women’s interests by proposing programs that prioritize women’s interests, such as
training in cooking, makeup, gymnastics, and so on. The role of planning and decision-
making by participating in village development planning meetings and proposing
programs that support the needs of women and children. And the role of monitoring
the performance of the Village Head by conducting performance assessments of the
Village Head. However, in terms of monitoring the performance of the Village Head,
it has not been running optimally, because there is a kinship relationship between the
members of the Women’s BPD and the Village Head. (2) The role of women in the
village deliberative body in Ngrance Village, Pakel District, Tulungagung Regency is
in accordance with positive law, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs
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Number 110 of 2016 concerning the BPD, because the members of the Women’s BPD
have carried out their roles in accordance with applicable regulations, namely
accommodating and channeling women’s aspirations, fighting for women’s interests,
participating in planning and decision-making, and supervising the performance of the
Village Head; (3) The role of women in the village deliberative body in Ngrance
Village, Pakel District, Tulungagung Regency is in line with the basic principles of
figh siyasah, because female BPD members have carried out the role of Ahlul Halli
Wal’Aqdi as representatives of the people, namely by accommodating and channeling
women’s aspirations and fighting for women’s interests, upholding deliberation and
decision-making by holding village musrenbang, and supervision of the government is
carried out by monitoring the performance of the Village Head.
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